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WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH '

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

c.

d.

1.

2.

PARAF KOORDINAS!

PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat pengguna fasilitas jasa Terminal dalam Kota
Lhokseumawe yang aman, nyaman dan terarah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan
perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf d
dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retribusi
Terminal yang merupakan pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di Lingkungan
Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2007
tentang Retribusi Terminal, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu
disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Membentuk
Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Terminal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1295);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Lhokseumawe.

Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
masing-masing.

Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas
Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan
Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

- 3 -

PARAF KOORDINASI

PEMR/ftARSA BAGIAN HUKUM



r

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM

\

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota
Lhokseumawe.

7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintasjalan.

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

11.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

12.Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang
selanjutnya disebut Terminal Tipe C adalah terminal yang
peran utamanya melayani kendaraan umum untuk
angkutan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan
perdesaan.

13.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota
Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

14.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak
termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah
ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya
tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang,
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

17. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum
yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain
pengemudi dan awak kendaraan.

19. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari
penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.

20. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang
menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
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21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan Wajib Retribusi adalah orang pribadi
atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati fasilitas Terminal Tipe C.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
telah menggunakan/menikmati fasilitas Terminal Tipe C
dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi,
penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyotoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui

-> tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
PARAF KOORD1NASI
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31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainya di Lingkungan Terminal Tipe C yang di miliki
dan/atau di kelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di
lingkungan terminal Tipe C, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal
Tipe C.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan
yang telah menggunakan/menikmati fasilitas Terminal
Tipe C dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal Tipe C di golongkan sebagai Retribusi Jasa

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM
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BAB IV
WILAYAH KEWENANGAN DAN FASILITAS TERMINAL

Pasal 6

Wilayah lingkungan keija Terminal Tipe C merupakan wilayah
yang di peruntukan untuk fasiltas utama dan fasilitas
penunjang.

(1) Fasilitas utama Terminal Tipe C, meliputi:
a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan

bis umum, meliputi: angkutan penumpang, kendaraan
istirahat, parkir taxi, parkir kendaraan bermotor selain
angkutan penumpang dan parkir sepeda motor;

b. peyediaan tempat perawatan kendaraan, meliputi:
perbengkelan dan tempat cuci kendaraan; dan

c. penyediaan tempat usaha penjualan dan fasilitas
periklanan dalam lingkungan terminal, meliputi:
pemakaian kios/stand, los pedagang kaki lima dan loket
penjualan tiket, serta papan reklame/tempat
pemasangan iklan.

(2) Fasilitas penunjang Terminal Type C, meliputi:
a. pelayanan masuk dan keluar terminal;
b. tempat istirahat awak kenderaan;
c. fasilitas tempat bermalam bagi kendaraan;
d. penggunaan kamar mandi/WC;
e. mushalla;
f. kantin; dan
g. tempat kegiatan untuk usaha lainnya dengan

menggunakan fasilitas di lingkungan Terminal Tipe C
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Kota.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan
jangka waktu pemakaian fasilitas terminal Tipe C.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan
besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk
memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan
yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang
beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

PARAF KQQRDBMASJ
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya
pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan,
adminitrasi dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengedalian.

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan
berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka
waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Retribusi Terminal yang terhutang di pungut diwilayah Kota
tempat pelayanan fasilitas Terminal Tipe C diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi pelayanan fasilitas Terminal Tipe C adalah
waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau di tetapkan lain oleh
Walikota.

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pasal 14

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.

PARAF KQORDINASI

PEM ARSA BAGIAN HUKUM
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(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang di persamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Walikota.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau
ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu
yang ditentukan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang
ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan Retribusi
harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Walikota.

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin

kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi
terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan
Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi
sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan,
instansi pemungut, penentuan pembayaran, tanda bukti
pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

PARAF KOGRD1NA3!
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BAB XII
SANKSI ADMINITRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi
sekaligus

(2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnyal5
(lima belas) hari sejak di terbitkan SKRD atau dokumen lain
yang di persamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam
Peraturan Walikota.

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat
teguran.

(2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur
dalam Peraturan Walikota.

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 23

PARAF KOORD1NASI
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
dengan disertai alasan-alasan yangjelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Keputusan Walikota tentang Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKRDLB.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 27

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan
pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling
banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggararan.

PARAF KOGRDINASI 'f
PEMPtAKARSA 8AG1AN HUKUM
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Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum

adalah:

PARAF KQORDINAS1
Acara Pidana yang berlaku.

PEMRAKARSA BAGIAN HUKUMRAK.
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BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat
diberikan insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 32

Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang
ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi
Terminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Qanun inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Maret 2021 M

28 Rajab 1442 H

WALI1 IrfOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Maret 202 1 M

28 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

PARAF KOORDINASI

SEKDA \ ,
ASISTEN 1 —IT-ÿ
PEMRAKARSA \
BAGIAN HUKUNI

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(2/42/2021)
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintah dan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat ,maka perlu tersedianya
dana yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program
Pemerintah Daerah .

Sejalan dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang
pembentukan Kota Lhokseumawe,maka sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe berhak dan berwenang menggali potensi -
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung terlaksananya
program pembangunan daerah.

Retribusi terminal yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah
termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip
komersial maka sesuai dengan potensi yang ada di harapkan dapat
memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah
Kota Lhokseumawe untuk membiayai penyelenggraan pemerintah dan
Pembangunan Daerah dalam menggerakan Roda Pemerintah, pembangunan
dan pembinaan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA BAG!
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Pasal 6
Cukupjelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

PAPAF KOQF1D1MASI

PEMRAKARSA
I

BASIMHUKUM
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Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR

PARAF KOCRD1NASI
PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM

1
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LAMPIRAN

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO JENIS PEMAKAIAN JENIS KENDARAAN
DAN FASILITAS

TARIF RETRIBUSI
(RP)

1 2 3 4
1. Tempat parkir kendaraan

penumpang dan bis umum
Kendaraan angkutan
penumpang dan/atau
angkutan barang
meliputi:
a. angkutan

kota/pedesaan
b. bis umum, truk

dan kendaraan
bermotor besar
lainnya;

c. Sedan, jeep,
minibus, pick up,
otolet, mikrolet dan
sejenisnya

2.000,-/sekali masuk

3.000,-/ sekali masuk

2.000,-/sekali masuk

2. Tempat perawatan kendaraan a. bengkel
b. tempat cuci

kendaraan/
doorsmeer

2.500.000,-/ tahun
3.000.000,-/tahun

3. Tempat usaha penjualan a. loket
b. kios

1.500.000,-/tahun
1.500.000,-/ tahun

4. Fasilitas lainnya Pelayanan pemakaian
toilet/wc
a. buang air kecil
b. buang air besar
c. mandi

1.000,-/sekali masuk
2.000,-/ sekali masuk
3.000,-/ sekali masuk

PARAF KOORDINASI

SEKDA v .
1 ASISTEN 1 A I

PEMRAKARSA
W
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Nomor

Sifat

Lamp

Hal

PEMERINT AH AC E H

SEKRETARIAT DAERAH
Jin. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

180/ 6 *>3
Segera

Pemberian Nomor Register
Terhadap2(Dua) Rancangan

Banda Aceh, 9 Maret 2021
25 Rajab 1442

Yang Terhormat,

Walikota Lhokseumawe

di -

Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/194 tanggal 8 Februari 2021
perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe,
bersama initelah dilakukan register di Biro Hukum terhadap 2 (Dua) Rancangan
Qanun Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :
a. Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Terminal:

NOREGQANUN KOTA LHOKSEUMAWE,PROVINSIACEH :(1/42/2021);
b. Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota

Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
NOREGQANUN LHOKSEUMAWE,PROVINSIACEH ;(2/43/2021).

2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah
rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIangka I
huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara menyampaikan
qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

4. Demikian dan terima kasih.

Tembusan :
1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

jtprATA IAGIAX WKU'U *0*16 M?|UIO»SUUAWr*OTfI**
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T SliKRETARIS DAERAHÿ
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dr. TAQWALLAH, M- Kg?

Pembina Utama
NIP. 19640504 199703 1002


